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Kebebasan pers yang tidak diperhatikan dikarenakan seluruh kalangan tidak dapat
mengindahkan Undang-undang Pers. Sehingga kebebasan pers jadi tidak bisa
berjala atau bergerak dengan leluasa. Hambatan Yuridis melihat Hambatan yang
terjadi banyak pada pasal-pasal lemah, sehingga pengadilan selalu memakai KUHP
daripada Undang-undang Pers dengan kata lain bahwa pengadilan tidak selalu
memakai mekanisme jurnalistik untuk penyelesaian masalah pers, hal ini yang
mengakibatkan Undang-undang Pers terabaikan dan kebebasan pers menjadi
sempit. Ketentuan hukum yang beraneka ragam pada dunia jurnalistik, bukan tidak
mungkin akan terjadi overlapping peraturan. Wartawan ataupun dunia jurnalistik
itu dapat diancam hulruman pidana penjara dan akan banyak lagi terjadi
pengekangan kebebasan pers untuk menginformasikan berita kepada masyarakat.
Hak tolak yang disalahgunakan oleh wartawan untuk di depan pengadilan karena
pemberitaan yang di dapat bukan dari sumber yang berkompeten atau yang
berhak.
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